BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SATU
PASANGAN CALON DI KAB. BLITAR TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF

FIKIH SIYASAH

A. Pelaksanaan Pemilukada dengan Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar
Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “mahkamah konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguiji
Undang-Undang terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Pasal 7 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor
2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa
secara hierarki kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang,
oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan
UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Dalam hal suatu undang-undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi.”

7 Selengkapnya lihat di UU No. 12 Tahun 2011
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Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi warna baru bagi proses
demokrasi di Indonesia. Berlangsungnya Pemilukada dengan satu pasangan calon
membuka kebuntuan dan harapan proses Pemilukada dilanjutkan lagi yang
sebelumnya sempat ditunda karena tidak mencukupi syarat pasangan calon yang
ditentukan Undang-Undang.

Dari uraian Bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan
pemilukada dengan satu pasangan calon yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar,
Jawa Timur. Pelaksanaan tersebut membuat sejarah baru model pemilihan kepala
daerah di Indonesia. Model pemilihan rasa referendum atau jajak pendapat dimana
rakyat yang menentukan calon pemimpin untuk diangkat menjadi pemimpin atau
tidak sama sekali.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Blitar, proses pemilihan kepala
daerah yang hanya menyisakan satu pasangan calon membuat tata cara pemilihan
kepala daerah pada umumnya menjadi berbeda. Semacam pelaksananaan jajak
pendapat atau referendum tapi dengan KPU sebagai penggagas sistem dan
penyelenggara, sehingga opsi pilihan pun dibuat sesederhana mungkin dengan
mencantumkan pilihan “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU”.

Suara “SETUJU” yang berarti setuju atau menerima calon pasangan kepala
daerah yang menjadi obyek pilihan menjadi pemimpin secara sah menurut Undang-
undang. Sedangkan pilihan “TIDAK SETUJU” berarti pilihan untuk menggugurkan
calon pasangan kepala daerah tersebut tidak menjadi kepala daerah yang sah

menurut Undang-undang. Mekanisme pilihan “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU”
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Tercantum dalam PKPU No. 14 Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1) yaitu “Pemberian
suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu)
kali pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju.”

Pelaksanan Pilkada dengan satu pasangan calon yang terjadi di Kabupaten
Blitar serasa model jajak pendapat dalam menentukan kepala daerahnya. Pada
dasarnya model pemilihan dengan satu pasangan calon adalah model baru dalam
pemilihan calon kepala daerah di Indonesia. Belum ada sama sekali dalam Pilkada
ditemukan kasus adanya satu pasangan calon kepala daerah. Memang belum ada
Undang-undang maupun peraturan yang mengatur mekanisme atau teknis
pelaksanaannya.

Jangka waktu saat Putusan MK keluar hingga Pemilukada digelar memiliki
durasi waktu yang tak banyak sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih
di Kabupaten Blitar waktu Pemilukada dengan satu pasangan calon, menurut grafik
menunjukkan angka penurunan dibanding Pemilu sebelumnya, hal ini menurut
Dewinta Hayu Shinta, faktor penurunan keikutsertaan pemilih itu salah satunya
karena KPU Kabupaten Blitar kurang waktu untuk melakukan sosialisasi model
pilihan yang berbeda pada umumnya.”

Mengingat hasil seperti itu menjadikan catatan bagi KPU RI sebagai
perumus sistem pelaksanaan Pemilu melalui Peraturan Komisi Pemilihan
Umumnya (PKPU). Sebab, partisipasi masyarakat yang rendah dalam Pemilu bisa

jadi menjadi menurunnya tingkat demokrasi masyarakat dalam menentukan

7

* www.kpu.blitarkab.go.id diakses pada 17-12-2016
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pemimpin mereka, rasa tak percaya kepada pemerintah terhadap kebijakan-
kebijakannya yang lebih seringnya tak memihak mereka.
B. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan Pemilukada dengan Satu
Pasangan Calon di Kabupaten Blitar
Dalam Islam, telah ada dasar yang jelas tentang pentingnya musyawarah
untuk mufakat dalam menyelesaikan semua persoalan kemasyarakatan, termasuk
bagaimana metode memilih seorang pemimpin diantara mereka. Telah tertuang

dalam firman Allah :
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka.(QS. As Syura, 38)"

Musyawarah merupakan salah satu prinsip ajaran Islam untuk mencapai
kemaslahatan ummat disaat sedang membutuhkan solusi atau mengambil kebijakan
yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Musyawarah menjadi salah satu
penentu bagaimana sebuah masalah itu dicarikan solusi tanpa harus ada yang
keberatan maupun tertekan dengan sebuah kebijakan yang diambil dengan model
musyawarah.

Rasulullah sendiri membawa ajaran Islam tidak mudah, beliau adalah

umarah sekaligus ulama, tetapi beliau ketika akan wafat tidak sedikit pun

> Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid II, 245
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memberikan nasehat atau petunjuk untuk mengganti pengganti maupun penerusnya,
semua diserahkan kepada ummat saat itu. Kebijakan beliau memberikan implikasi,
beliau lebih mementingkan demokrasi daripada kepentingan pribadi, keluarga
maupun kekuasaan semata. Demokrasi sebagai legitimasi tertinggi, bukan kemauan
beberapa orang. Dan menurut Beliau saw. skill performance seseoranglah yang
menentukan layak tidaknya untuk duduk dalam suatu kedudukan, bukan karena
keturunannya, bahkan uangnya.

Ditemukan beragam peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah Pemilu.
Diantara peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah saw. adalah salah satunya
bai’at an-nugaba (wakil-wakil suku), Abu Bakar melalui proses penunjukkan yang
diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab melalui penunjukkan
langsung dari Khalifah sebelumnya.”

Menurut Imam Al-Mawardi pengangkatan imam atau pemimpin
hukumnya wajib berdasarkan Syariat, status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu
kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu.”” Dalam syariat jabatan kepemimpinan
dianggap sah dengan dua cara; Pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen)
dan penunjukan oleh imam sebelumnya. Perlu ditekankan ulang bahwa, partisipasi
ummat dalam menentukan pemimpin juga patut diperhitungkan, sehingga di level
terbawah pun rakyat memiliki peranan penting dalam penentuan siapa yang akan

dijadikan pemimpin oleh mereka.

’® Muhammad Igbal, 52.
7 Imam al Mawardi, 2.
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Dengan begitu menjadi wajibnya adanya pemimpin dalam sebuah
masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih besar, negara. Oleh karena itu,
adanya alternatif Pemilukada dengan satu pasangan calon menjadi solutif ketika
proses pemilukada dinyatakan ditunda oleh Undang-undang. Melalui putusan
Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XI111/2015 menjadi celah atau pintu masuknya
aspirasi masyarakat untuk menyatakan haknya dalam memilih pemimpin yang
sebelumnya ditunda dilanjutkan kembali tahapannya.

Menurut fikih siyasah, pelaksanaan pemilihan calon pemimpin dengan cara
pemberian suara “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU” adalah cara yang sah untuk
menentukan pemimpin. Sebab pada hakikatnya hal demikian merupakan suara atau
pendapat ummat yang menghendaki adanya pemimpin maupun tidak, dan jika pun
suara “TIDAK SETUJU” lebih besar dari “SETUJU” maka wilayah kekuasaan
akan dipimpin oleh plt atau Pelaksana Tugas yang bertugas menjalankan
kepemimpinan hingga adanya pemimpin baru melalui Pilkada selanjutnya.

Jika ummat tidak menghendaki pemimpin yang ditawarkan maka “TIDAK
SETUJU” menjadi pilihan. Konsekuensi yang didapatkan adalah mereka dipimpin
oleh pelaksana Tugas, yang hanya melaksanakan Undang-undang, bukan membuat
kebijakan baru yang strategis. Konsekuensi inilah yang harus dimengerti oleh
ummat ketika hendak menyatakan pilihannya. Sebab, suara minoritas pada akhirnya
akan mengikuti suara mayoritas, sehingga suara minoritas yang menyatakan
“SETUJU” dengan pemimpin yang baru menjadikan mereka, suka tidak suka

mereka harus ikut suara mayoritas, inilah demokrasi. Dimana suara mayoritaslah
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yang menjadi penentu kebijakan, dan menurut Syaikh Abdul Hamid al-Jum’ah ada
sisi yang nampak mirip antara demokrasi dan syura dalam risalahnya “al Ahzab fi
al-Islam™."™

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menegaskan dalam kitabnya, “lghatsah al-
Lahfaan” seperti dikutip Rapung Samuddin, “ketetapan-ketetapan hukum itu terdiri
dari dua macam; (1). Satu diantaranya tidak berubah (permanen/mapan)
keadaannya baik karena perubahan jaman, tempat atau ijtihad para pemuka hukum,
seperti mengharamkan segala yang diharamkan, hukum hadd yang ditetapkan oleh
syara’ bagi kejahatan dan sebagainya. Ketetapan hukum jenis in tidak mengalami
perubahan dan tidak akan ada ijtihad yang bertentangan dengan hukum-hukum
yang diletakkan diatasnya. (2). Yang lainnya, adalah ketetapan hukum yang dapat
berubah sesuai tuntutan maslahat, baik berupa (perubahan) jaman, tempat maupun
keadaan, seperti persoalan batas hukum ta’dzir, jenis dan sifat-sifatnya, dimana
syariat membuatnya beragam sesuai dengan kepentingan dan maslahatnya”.79

Apa yang telah dijabarkan oleh lbnu al Qayyim Jauziyyah tersebut, hukum
syariat dibagi menjadi yaitu, hukum yang bersifat permanen (al-tsawabit). Kedua,
hukum yang bersifat fleksibel (al-mutaghayyirat) dimana ia dapat berubah menurut
perubahan jaman, tempat dan urf (adat) seperti telah disebutkan sebelumnya.

Menurut Yusuf Qardhawi. Pertama, luasnya ruang maaf kemaafan

(mantigah al-‘afw) yang tersedia. Kedua, pengutamaan nash-nash terhadap

ketetapan yang sifatnya Universal (kulli). Ketiga, kemungkinan nash untuk

8 Rapung Samuddin, 171.
” Ibid, 37.
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menerima beberapa pemahaman. Keempat, perhatian terhadsp kebutuhan dasar,
udzur dan kondisi-kondisi khusus. Kelima, berubahnya fatwa karena berubahnya
masa, tempat, kondisi dan ‘ur£:%°

Pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon adalah salah satu bentuk
penyesuaian atas kondisi yang terjadi, khususnya di Kabupaten Blitar, dimana
selama tahapan pencalonan dibuka, tidak terdapat pasangan calon lebih dari 2 (dua)
pasangan. Lalu menurut undang-undang, maka tahapan tersebut ditunda hingga
Pilkada serentak berikutnya. Undang-undang mengamanatkan demikian, dimana
para pembuat undang-undang adalah perwakilan dari rakyat (DPR).

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada termasuk salah satu suatu hal yang
baru dalam konteks syariat Islam. Menuntut agama untuk berperan dalam sistem
didalamnya. Namun esensi Pemilukada sebenarnya sudah pernah dipraktekkan
dalam sejarah Islam. Memilih pemimpin bagi rakyat dalam sebuah negara maupun
kerajaan (monarchi).

Pada masa Rasulullah saw. dikenal dengan bai’at, yaitu janji setia serta
sebuah pengakuan bahwa pembai’at mengakui yang ia bai’at adalah pemimpin
baginya. Pada masa khalifaurrasyidin yang membai’at adalah ahlul hal wa al-aqdi
dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada pembai’atan

Usman bin Affan. Akan tetapi pada umumnya pembai’atan itu dianggap sah

% |bid, 36.
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apabila dilakukan oleh anggota-anggota ahlul hal wa al-aqdi sebagai wakil rakyat,
sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar.®

Adanya satu pasangan calon dalam proses pemilihan kepala daerah tidak
ditemukan dalam catatan sejarah Islam dengan prosedur pendaftaran, penelitian
administratif calon kepala daerah, hingga kuatnya calon petahana dalam sebuah
daerah membuat bakal calon kepala daerah mengurungkan niatnya maju jadi calon
kepala daerah. Dalam sejarah Islam khususnya pada masa khalifaurrasyidin faktor
senior, kepahaman agama, kedalaman ilmu, kesetian berjuang dalam agama
menjadi faktor yang menjadi pertimbangan.®

Namun yang pasti, apa pun cara yang dijalankan untuk memilih seorang
pemimpin adalah diperbolehkan, selama tidak ada yang bertentangan dengan
syariat maupun konstitusi yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan kaidah, “jika
dua kewajiban saling bertentangan, maka yang lebih didahulukan adalah kewajiban
yang lebih kuat”, serta, hukum asal segala sesuatu adalah boleh.

Kewajiban memilih pemimpin lebih diutamakan daripada mematuhi
Undang-undang. Maksudnya, seseorang yang menyadari betapa pentingnya ada
pemimpin lebih mengutamakannya daripada mematuhi Undang-undang yang
menuntutnya untuk ditunda proses pemilihan pemimpinnya. Melalui koridor
hukum, maka ia pun mengajukan judicial review terhadap Undang-undang yang

menuntut proses pemilihan ditunda. Sesuai dengan hadits Rasulullah, “jika tiga

® H.A Djazuli, 67.
® Lihat Muhammad Igbal, 50.
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orang mengadakan safar, maka hendaknya mereka memilih seorang pemimpin
diantara mereka”.®®

Keikutsertaan rakyat/masyarakat dalam menentukan pemimpin bagi mereka
tak bisa dihalangi dengan dalih apa pun. Sebab, pada dasarnya tujuan adanya
pemimpin adalah membawa sebuah kesejahteraan, kedamaian bagi rakyat yang
dipimpinnya. Sebab menurut Rasyid Ridha dengan adanya pemimpin yang jelas
akan mampu mengemban tugas sebagai :
1. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran
2. Menegakkan keadilan
3. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid’ah

4. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur secara

tegas oleh nash.®*

®Hadits Riwayat Abu Dawud
¥ Muhammad Igbal, 243.



